A. Latar Belakang Masalah
Dalam sebua

mengungkapkan bahv:u

BARB I

PENDAHULUAN

h pendapat yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo

a .

Hukum dl]adlkan patokan atau sandaran dan dipakai sebagai suatu prosedur

yang sah unt

karena itu sala

untuk menilal

uk melakukan tindakan-tindakan dalam masyarakat. Qleh
h satu cirl dalam negara hukum adalah adanya kecenderungan
semua tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kehidupan

masyarakat atas dasar peraturan yang berlaku.

: !
Dari pendapat terseb

bahwa salah satu ci

masyarakatnya diatur

yang tidak sesuai den

ut di atas secara singkat Satjipto Raharjo mengungkapkan
iri dari negara hukum adalah segala aspek kehidupan
berdasarkan hukum, sehingga setiap perbuatan atau tindakan

pan aturan hukum dinyatakan sebagai perbuatan melawan

hukum. Dan barang ‘siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut akan

dikenakan sanksi sebﬁl

- ]
Hukum pidana

seperangkat aturan hu

pai akibat hukum atas perbuatan yang dilakukan.
sebagai bagian dari tata hukum Indonesia adalah merupakan

kum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dapat

diancam pidana dan bagaimana pemidanaan itu dapat dikenakan, Dengan demikian

|
dalam penegakannyd

membuat hukum pid

keberadaan hukum pidana mempunyai ciri khusus yang

ana berbeda dengan tata hukum yang lain yaitu adanya

penekanan terhadap [sanksi hukum berupa ancaman pindana. Hal ini mengingat

~
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i

bahwa pada dasamy:a keberadaan kaidah hukum lebih diarahkan pada perbuatan

I
lahir manusia daripac:la apa yang dibatin dan dipikirkan oleh manusia.

Dalam sisten{ pemidanaan Indonesia terdapat bermacam-macam ancaman
|
pidana yang dapat, dikenakan kepada terpidana, diantaranya seperti yang disebut

|
dalam Bab II Pasal 1.(|) KUHP yang berbunyi :

Pidana terdiri atas : i
|
1. Pidana pokok |

a. Pidana mati |
b. Pidana penjar;a

¢. Kurungan

d. Denda |
)
2. Pidana tambahan'

a. Pencabutan hélk-hak tertentu

|
b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman putusan hakim
b

Dalam Pasal 14a KUHP terdapat bentuk ancaman pidana lain berupa
penjatuhan pidana be:r-:syarat sebagai alternatif lain dari pemidanaan yang berbunyi :

Apabila hakim me;njatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau
i
kurungan, tidak terr'inasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat

memerintahkan pula|bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian

hari ada putusan hal;c-im yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana

melakukan suatu| perbuatan pidana sebelum masa

|
-t
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. percobaan tidak merm

Secara umurr

envhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah

| terdapatnya ancaman pidara sebagai unsur utama dalam

penegakan hukum pidina tidak lepas dari maksud dan tujuan pemidanaan

sebagaimana tercanty

m dalam RUU KUHP 2005 Pasal 54 berikut ini;

1. Pemidanaan berfujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan

menegakkan norn

13 hukum demi pengayoman masyarakat.

Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingge. menjadi

orang yang baik dan berguna.

Menyelesaikan Igzonﬂik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan

keseimbangan dat mendatangkan rasa demai dalam masyarakat.

Membebaskan ras

Mengacu pada

a bersalah pada terpidana.

) macam-macam dan tujuan pemidanaan di atas sejalen dengan

tujuan sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun

1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyt Sistem

Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka - membentuk warga binaan

pemasyarakatan agar mentadi manusia

memperbaiki din dan
dalam pembangunalf,

bertanggung jawab. )

terpidana memerluka

seutuhnya, menyadari kesalahan,
tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat aktif berperan
den dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan
faka dalam pelaksanaan eksekusi pidana oleh jalcs;d tcrl'_l_‘adap

a adanya pengawasan dan pengamatan pelaksapaan putusan

I
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I
(1) Hakim pengawas:
!

dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh

kepastian bahwa f:lutusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

(2) Hakim pen gawafs
i

dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan

penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari

perilaku narapidai'na atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh

. timbal balik terhadap narapidana selams menjalani pidananya.

|
(3) Pengamatan scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah

terpidana selesai I;nenj alani pidananya.

(4) Pengawasan dan ;:pengamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 277 berlaku

pula bagi pemidal;laan bersyarat .

Mengacu bunfyi pasal 280 KUHAP sebagaimana.tersebut di atas penulis

merasa tertarik ;untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya proses

pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim itu dalam prakteknya
' |

dilaksanakan maka penulis memutuskan untuk melakukan penulisan skripsi

dengan  judul ”

PELAKSANAAI\iI

“PROSES PENGAWASAN DAN PENGAMATAN

PUTUSAN HAKIM TERHADAP NARAPIDANA DAN

KLIEN PEMASYARAKATAN D! WILAYAH PENGADILAN NEGERI

YOGYAKARTA”.

|
B. Rumusan Masalah |
|

Berdasar urai;an dalam latar belakang di atas maka penulis merumuskan

1. Bagaimana proses pengawasan dan pengamatan pelaksanaa~ —

terhadap narapida!na yang menjalani pidana perampasan kem

permasalahan sebagaf berikut :

-

_______ O T P
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dalam dan di luar lembaga pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IT A Yogyakaita ?

2. Bagaimana pm'ses pengavvasan dan pengamatan'pelaksanaan putusan hakim

terhadap klien pemasyarakatan yang menjalani pidana bersyarat di lingkungan

Balai Pemasyarakaten Xelas 1 Yogyakarta?

C. Tinjauan Pustaka

!

Pengawasan

dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim sudah sejak lama

diberlakukan| di bebelapa negara seperti Perancis, yang mengena! lembaga
wasmat ini dengan isilah “Jade De I'dpplication Des Peines™ yang sejak
tahun 1959 ]Ic‘mbaga ini telah diberi tugas untuk mengawa51 pelaksanaan
putusan hahilm sejak putusan dijatuhkan sampai dengan terpldana
meninggalkan penjara, para petugas leinbaga wasmat di Perancis ini
diangkat oleh Prasiden atas usul Menteri Kehakiman dan setelah meadengar
hakim-hakim| senior Mahkamah Agung dan untuk masa jabatan tiga tahun

yang dapat

diperparjang. Lembaga wasmat ini juga diberlakukan di

beberapa negara lain seperti Portugal Italia, Jerman Barat, Brasilia dan
Belanda yang m ngenal lembaga ini dengan istilah “Executie Rechter” atau
hakim pelaksana

D1 Indonesial lembagn pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan

hakim baru dikenal

hersamasn dengan lahimya KUHAP, yang mencantumkannya

dalam Pasal 277 yang berbunyvi

(1) Pada setiap pergadilan barus ada halkim yang diberi tugas Jhusus untuk

‘membantu ketua! melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan

pengadilan yang :'me:nj atuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

s

(2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan

pengama, ditunjik oleh kstua pengadilan untuk pating lama dua tahun,

n mtro"DF
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Ketentuani

Nomor 4 Tahun.

, berbunyi

dalam Pasal 277 di atas juga dipariegas dalam Undang-Undang

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 36 ayat (2) yang

Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh ket

ua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan Undang-Undang.

Mengacu 'pada bunyi pasal-pasal di atas clapat diketahui bahwa pengawasan
|

dan pen_gamataﬁ pelaksanaan putusan hakim adalah tugas hakim, sehingga disini

tanggung jawab h

akim tidak terbatas pada mengadili dan menjatuhkan vonis pada

terpidana, akan 'te:"fapi hakim juga tetap bertanggung jawab atas putusan yang telab

dijatuhkan pada t:crpidana yaitu dengan mengadakan pengawasan dan pengamatan

terhadap pelaksan

bukan ‘r;erarti ballfl_

bersamaan yaitu,

wasmat, tetapi hal
oleh ketua penga

pelaksanaan putus

hakim lain di luar:

aan putusan yang telah ditetapkannya pada terpidana. 17al ini
wa hakim mempunyai dua tugas yang harus dijalankan secara
sebagal pemutus perkara terpidana sekaligus sebagat hakim
kim yang dimaksud adalah hakim yang secara khusus ditunjuk
dilan untuk menjalank;':ln tugas pengawasan dan pengamatan
an hakiin oleh terpidanz. yang merupakan putusan hukum dari

dirinya untuk masa tugas dua tahun yang dapat diperpanjang.

Sebenarnya keberadaan lembaga hakim wasmat -dalam tata hukum positif

' Tndonesia merupakan lembaga baru karena meskipun lembaga hakim wasmat telah

diatur dalam Pasal

277-283 KUHAP dan Pasal 35 aval (2) Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2004 ten:Tang Kekuasaan Kehakiman tetapi untuk ketentuan Pasal 36 ayat
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Pengawasan (|':Ian pengamatan pelaksanaan putusan hakim dalam KUHAP

Pasal 280 ayat (1) dan
|

(1) Hakim pengawas

kepastian bahwa ip

(2) disebutkan mempunyai manfaat untuk :
dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh

utusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

(2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan
I

|
penelitian demi }<
dari perilaku na

|
pengaruh timbal !:

-

t

pelaksanaan putusehj\

etetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh
rapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta

alik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

Selain ketent:uan dalam pasal diatas fungsi pengawasan dan pengamatan

hakim juga Dbermanfaat untuk mencegah terjadinya

kesenjangan atau penyimpangan antara apa yang diputus oleh hakim dengan

kenyataan yang ada idi dalam LP dan BAPAS. Oemar Seno Adji melalui hukunya

Hakim Hukum Pidana menambahkan bahwa diadakannya pengawasan dan

pengamatan pelaksa‘trl
|
1.

menempatkan lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari

Mendekat

aan putusan hakim juga bermanfaat untuk :

kan hakim kepada aparat penegak hukum yang lain yaitu
kepolisian dan lembaga pemasyarakatan,

kan hakim pada pemikiran tentang “integratie egedachte” yang
“rech

Akan memngkatkan pengertian hakim tcrhadap pidana dan penerapan

sehlngg,a hakim dijauhkan dari kesewenang-wenangan

ke_]aksaan
2. Mendekat

spleging’ ||
3.

pidana, |

subyeknf

Dalam menjz%]

r
hakim, seorang hak}

ankan tugas pengawasan dan pengamatan pelaksnaaan putusan

n wasmat sebagaimana tercantum dalam KUHAP Pasal 281

dan Pasal 282 mempunyai wewenang untuk :

PDF’
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Pasal 281 KUHAP

Atas permintaan haki

pengawas dan pengamat, kepada lembaga pemasyarakatan

menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku

narapidana tertentu 'y!ang ada dalam pengamatan hakim tersebut.

Pasal 282 KUHAP |

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan

pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara

pembinaan narapidana tertentu,

Hakim wasmat juga berwenang untuk memberikan pendapatnya dalam hal

L L L L |
pemberian izin cuti w
dan pembebasan bei
pengamatannya narap

siap untuk pengembal

Dalam KUHA
|

(3) Pengawasan Seba:i

engunjungi keluarga, asimilasi, cuti menjelang bebas, remisi
rsyarat kepada narapidana, jika berdasar pengawasan dan
idana yang diawasinya telah menunjukkan perilaku baik dan

ian ke dalam masyarakat.

I Pasal 280 ayat (3) dan (4) discbutkan bahwa :

paimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah

terpidana menjalz'mi pidananya.

(4) Pengawasan dani

pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku

[
pula bagi pidana |hersyarat.

Rerdasar bunyi pasal di atas menunjukkan bahwa proses pengawasan dan

tetapi juga dilakukarll

pengamatan palaksaﬁ.aan putusan hakim dilakukan tidak terbatas pada narapidana

yang menjalani mas|a pembinaan di dalam lingkungan lembaga pemasvarakatan

terhadap narapidana vang sedang menjalani

Al lurnew lasalhamn smsnnnrsavalratnme famibnmen ham sararmdnnn smnor
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cuti mengunjungi 1%

bersyarat untuk tujuar

secara schat.

L]

eluarga, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan

1 memulihkan hubungan antara narapidana dengan masyarakat

i
Dalam KUHAP Pasal 280 ayat (4) tersebut di atas juga menyebutkan bahwa

I

pelaksanaan pidanaf.

bersyarat juga memerlukan adanyas pengawasan dan

pengamatan pelaksanaan putusan hakim, hal ini mengingat bahwa dalam penjatuhan

pidana bersyarat terh

adap terpidana sebagaimana disebut dalam Pasal 14a KUHP

menentukan bahwa terpidana yang dijatuhi pidana penjara paling lama satu tahun

dan kurungan tida

memerintahkan terpi

k termasuk kurungan pengganti, maka hakim dapat

dana untuk menjalani pidana bersyarat atau pidana percobaan,

vaitu bahwa terpidana diperintahkan oleh hakim tidak usah menjalani pidana

penjara atau kurunga
syarat-syarat yang te

yaitu bahwa terpida

n, tetapi terpidana diwajibkan oleh hakim untuk memenuhi

lah ditetapkan terhadap terpidana, yang berupa syarat umum

a selama menjalani masa percobaan tidak boleh melakukan

tindak pidana lagi, ?lan syarat khusus yaitu syarat lain yang wajib dipenuhi oleh

[
terpidana berdasarka

I

ketetapan hakim, misal : bahwa terpidana selama masa

percobaan wajib s_eglera memberi ganti kerugian pada korban atas kerugian yang

diderita korban akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh tcrpidana,

Mengacu pa_lda uraian tersebut di atas bahwa selama menjalani masa

percobaan terpidanal

tidak menjalani pidana yang seharusnya dijatuhkan, maka

selama masa percobaan terscbut terpidana dibiarkan bebags dan tetap hidup di tengah

masyarakatnya, sehingpa dilakukannya proses pengawasan

[
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puna mengawasi ditaa!tii atau tidaknya syarat-syarat yang telah ditetapkan hakim
tethadap terpidana, dan juga untuk membantu dan memberi petunjuk serta nasihat
kepada terpidana supa?ya terpidana berusaha menjaga dan memperbaiki sikap dan
periakunya secta menahan diri dari hal-hat yang menjurus pada perbutan buruk dan
kriminal mengingat terpidana masih berstatus narapidana yang memungkinkan
dijalankannya ancaman pidana yang telah ditetapkan sebelumnya apabila terpidana
gagal menjalani masa percobaannya,

Demi keberhasilan proses pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan
hakim terhadap narafpidana dan klien pemasyarakatan yang menjalani pidana
perampasan kemerdek:raan dan pidana bersyarat, maka dalam pelaksanaannya perlu

|
adanya dukungan da’ri para pihak yang erat hubungannya dengan petugas-petugas
pengawas dan penggtr;r at selain hakim wasmat dan jaksa, yaitu para petugas yang
ada hubungannya den|gan pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan dan pidana

bersyarat sepertt petulgas LP dan BAPAS, polisi pamong praja, camat dan lurah.

Agar pengawasan da:n pengamatan pelaksanaan putusan hakim tersebut berjalan

efektif maka petungs. pengawas dan pengamat dituntut mempunyai program
pembinaan dan pengiwasan yang baik dan kontinue, serta melibatkan diri dalam
fasilitas-fasilitas pe;rrflbinaan dan pengawasan demi kepentingan yang diawasi.
Selain ity juga dipei lukan adanya kescragaman baik dalam pola pengawasan

maupun sistem k'e1|;| asama diantara para pihak-pihak yang terlibat dalam

|
pengawasan dan pengamatan tersebut dalam batas kewenanpan masing-masing.

Hasil pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim ter
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KUHAP). Pada akhimya dijalankannya proses pengawasan dan pengamatan

pelaksanaan putusan

hakim terhadap narapidana dan klien pemasyarakatan yang

menjalani pidana perampasan kemerdekaan dan pidana bersyarat " diharapkan

mampu mewnjudkan

kesempurnaan hukum pidana yang berperikemanusiaan dan

menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir,

D. Tujuan Penclitian

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana proses pengawasan dan

pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap narapidana yang menjalani

pidana perar

ipasan kemerdekaan (penjara dan kurungan) yang sedang

menjalani proses pembinaan pemasyarakatan di dalam dan di luar lembaga

pemasayrakat

fl.

b. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana proses pengawasan dan

pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap klicn pemasyarakatan

yang menjalani pidana bersyarat di lingkungan balai pemasyarakatan.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyekt]

F dari penyusunan skripsi ini adalah untuk melengkapi

11 I I | o VY LI PP [ . P T Tasivrarcitnn
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E. Netode Penelitian
1. Jeuis Penelitian'
Dalam penulisafi skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan dua tipe

penelitian yaitu :

a. Penelitian Normatif

Yaitu tipe penelitian yeng dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang

ada atau peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan
permasalahaﬁ yang meajadi obyek penelitian,

b. Penelitian empiris
Yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan melihat ;;:cara
langsung bagaimana proses pengawasan "dan pengématan pelaksanaan

putusan hakim terhadap narapidana dan klien pemasyarakatan dalam

prakteknya berjalan.

2. Sumber Data

Untuk mermperoleh informasi dalam penelitian ini penulis menggunakan

sumber-sumber ldata sekunder yang terdiri dari

a. Bahan hukulm primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan

perundang-undangan terdiri dan .

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

AN YT 7 1 AT e i Ml IOL A fnmbneem T atantian Dalrnl-" Tannmm
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3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

13

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tenté.ng Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-

Undang-

1‘11‘1 dang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

undang Nomor 4 Tahun 2004 teﬁtang Kekuésaan Kehakiman.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Tahun 2005.

Peraturan Pemerinizh Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan

~ Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,

10) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.01 Tahun 1990

. Bahan huku |

tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan.

sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum

primer yang

terdin dan :

1) Buku-buku teks hukum yang berhubungan dengan abyek penelitian

2)

tentang proses. pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim

|
terhadap

narapidana dan klien pemasyarakatan yang menjalani pidana

perampasan kemerdekaan dan pidana bersyarat.

Makalah:

obyek

-makalah dan sumber teori lain yang berhubunpan dengan
1|3enelitian tentang proses pengawasan dan pengamatan

ann nitnncan hal-ym tarhadan narari
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. Narasumber

pemasyarakatan yang menjalani pidana perampasan kemerdekaan dan

pidana bers yarat.'

¢. Bahan hukum

tersier

Bahan hukumi| icroier yititu merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk

dan penjelasan kepada hahan hukum primer dan sekunder yang terditi dari :

1) Kamus Hukum

2) Kamus Umum Bahasa Indonesia

3) Kamus Babasi Inggmis

. Lokasi Penelitiar

Dalam pe

nulisan skripsi ini penulis mengadakan penelitian di wilayah

Daerah Yogyakarta yang meliputi instansi-instansi sebagai berikut -

a. Pengadilan Negeri Yogyakarta

b. Kejaksaan Negeri Yogyaukarta

c. Balai Pemasyarakatan I{clas | Yogyakarta

d. Lembaga Pemasyarakatan Kelas [1 A Yogyakarta

Dalam pex

a. Bapak Sinung

selitian ini penulis menggunakan narasumber yang terdini dari :

Heimawan selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

b. Bapak Soegino selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

¢. Bapak Suging

dan bapak Djalil selaku Pembimbing Klien Pemasyarakatan

Qi MNarminw Nidnins Dacrsrneat TMamnana mada Dalai Dasmsamiraralratne Y alae 1
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d. Bapak Djoko Mikmuhadi, Bc, TP, SH, selaku Kepala Lembaga

Pemasyarakatan Kelas Il A Yogyakarta.

5. Pengumpulan Diita

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian int terdiri dar :
a. Data Primer
Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung deng;an

narasumber yang terkait dengan penelitian untuk mendapatkan keterangan,
penjelasan Inu informasi serta pandangan dari narasumber tersebut

mengenai hal yang relevan dengan permasalahan yang menjadi obyek

penelitian.

b. Data Sekunder

1) Kepustakaan

ISItud.i kepustakaan adalah pengumpulan data dengan mencari dan
mengumlpulkzm datza teoritis dari buku-buku, literatur, serta publikasi-
publikas‘i ilmtah seperti makalah, pendapat para pakar dokumen-
dokumen perkara pidana, i;ltemcf dan sumber-sumber teori dan data

lainnya vang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2} Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data yang diperoleh dari

bahan—b‘aham tertulis yang bersifat autentik seperti arcin-arcin dan

“'I*'II("’"‘.“TIh‘["J“ l'!f]l!;m AT l'lﬂr]'ll'l}\'l'"("‘“ An“m" r\hun:l
*s . PDF’
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Analisis Data
Data yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian dianalisis secara
ualitatif yaitu penulis akan berusaha memaparkan hasil penelitian tersebut disertai

uraian dasar-dasar hukum yang berlaku dan mencoba mengaitkan dengan data-data

" berdasarkan Titeratur-bitcratur yang ada kemudian diambil suatu kesimpulan yang

logis.

. Sistematika Penulisﬁll Skripsi

Sistematika ;;e.nulisan skripsi yang dipakai penulis terdiri dari sub bab
berikut ini :
BAB 1 PENDAHiJLUAN

Dalam bab ini diucaikan mengenai Latar belakang masalah, Rumusan
masalah, [Tinjauan pustaka, Tuuan penelitian, Tujuan obyektif, Tujuan
subycktifi Metode penelitian, Jenis penelitian, Sumber data, Lokasi

penelitian, Narasuraber, Pengumpulan data, Analisis data, Sistematika

penulisan skripsi.

BAB IL leJAUAN YURIDIS TENTANG PIDANA DAN PIDANA
BERSYARAT.
Dalam bab ini diuraikan mengenai Pidana, Pengertian hukum pidana dan
pidana, Peskembanzan sistem pidana don pemidanaan, Macam-macam
pidana. f‘idaw @ bersyarat, Pengeriian pidana bersyarat, Pengaturan
penjatuhan picena tersyarat, Pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam

penjatuhan picana bersyarat, Tujuan penjatuhan pidana bersyaral, Syarat

" nitro™"
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pidana bersyarat, Pembatalan dan berakhirnya pidana

PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN NARAPIDANA DAN KLIEN

PEMASYARAKATAN BERDASARKAN SISTEM PEMASYARAKATAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Sistem pemasyarakatan, Pembinaan

narapidana

berdasar sistem pemasyarakatan, Pembimbingan klien

pemasyarakatin bersyarat berdasarkan sistem pemasyarakaian.

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini diuraikan mengenai Proses pengawasan dan pengamatan

pelaksanaan putusan hakim terhadap narapidana yang menjalam pidana

perampasan kemercickaan (penjara dan kurungan) yang sedang menjalani

proses peﬁ]'bir:aan di dalam dan di luar lembaga pemasyarakatan, Proses

pengawasan dan pengamatan pelaksanaan puatusan hakim terhadap klien

pemasyarakatan yang menjalani pidana bersyarat di lingkungan balai

pemasyarakatin.

PENUTUP
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